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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan 

Hak Asasi Manusia yang tercantmn dalam Undang-Undang Dasar 1945, 

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR- RI nomor 

XVIIIMPRl1998 dan Undang- Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia harns dilaksanakan dan dilindungi oleh negara dengan penuh rasa 

tanggtmg jawab sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 

asas-asas Hukum Intemasional. Setiap pelanggaran HAM akan menunmkan 

harkat dan martabat manusia, oleh karena itu Hak Asasi Manusia harns dihonnati 

dan dilindungi dengan perangkat hukum yang memadai. 

Didalam Undang-Undang nomor 39 talum 1999 tentang HAM dinyatakan 

pengertian Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 butir ke 1, yaitu : 

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
mernpakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukmn, pemerintah dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Ketetapan MPR-RI nomor XVIIIMPRl1998 tentang Hak Asasi Manusia 

memberikan kewajiban kepada lembaga-Iembaga tinggi negara dan seluruh 

aparatur pemerintah lmtuk menghormati, menegakkan, dan memberi pemahaman 

kepada rakyat Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia serta segera meratifikasi 
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Berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM sepanjang tidak 

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dilakukan dengan 

pembentukkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) berdasarkan 

Keppres nomor 50 tahun 1993, Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan UU 

nomor 26 tahun 2000 serta komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai lembaga-

lembaga yang berfungsi sebagai alat penegakkan hukum di bidang HAM. 

Untuk melaksanakan Ketetapan MPR-RI nomor XVIIIMPRl1998, pada 

tangga] 23 September 1999 telah dilmdangkan Undang-Undang nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut 

merupakan wujud tanggung jawab dan sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam 

melindungi Hak Asasi Manusia. Pertimbangan diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 1999 adalah :1 

1. Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati 

melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu 

hanls dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, 

dikurangi atau dirampas oleh siapaplm. 

2. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggtmg 

jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan 

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB 

1 Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesi~ PT Citra Aditya Bak'1i, 
Bandung, 2002, h. 1. 
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serta berbagai instrumen Intemasional lainnya mengenai Hak Asasi 

Manusia yang telah diterima oleh Negara RepubUk Indonesia. 

Salah satu bentuk perUndungan Hak Asasi Manusia adalah bahwa terhadap 

siapapun yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat harns 

diadili dan apabila terbukti bersalah hams dihukum sesuai sanksi hukum yang 

diancamkan. Pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia disebutkan da1am 

Undang-Undang nomor 39 TahtID 1999 pasal 1 angka 6, yang menyatakan : 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau 
kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau kelalaian yang 
secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatas~ dan atau 
mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin 
oleh Undang-Undang ~ dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak 
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan 
mekanisme hukum yang berlaku. 

Kemudian pasal 104 Undang-Undang nomor 39 tabun 1999 menyatakan : 

1. Untuk mengadiU pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk 
Pengadilan Hak Asasi Manusia diUngkungan peradilan llIDllID. 

2. Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk 
dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) 
tahun. 

3. Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi 
Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan 
yang berwenang. 

Sebagai langkah lanjut dari pasal 104 Undang-Undang nomor 39 tahun 

1999, pada tanggal23 November 2000 telah diundangkan Undang-Undangnomor 

26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara 

tahun 2000 nomor 208. Undang-Undang ini diharapkan mampu melindungi Hak 

Asasi Manusia baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam 
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penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan 

maupun masyarakat. 

Pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manllsia 

didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : 

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan "extra ordinary 

crimes" dan berdampak luas baik pada tingkat nasiona1 maupun 

intemasional, tidak diatur da1am KUHP tetapi menimbulkan kemgian 

material dan immaterial yang menyebabkan perasaan tidak aman kepada 

masyarakat sehingga perlu dibuat ketentuan hukum untuk mewujudkan 

supremasi hukum untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan 

bagi masyarakat Indonesia. 

2. Terhadap perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat diperlukan 

langkah-Iangkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaan 

yang bersifat khusus. Kekhususan yang dimaksud adalah : 

a. Diperlukan tim penyelidik dengan membentuk tim Ad Hoc, 

penyidik Ad Hoc, penlllltut umum Ad Hoc, dan hakim Ad Hoc. 

b. Penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM sedangkan 

penyidik tidak beIWenang menerima laporan atau pengaduan 

sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. 

c. Adanya tenggang Waktll tertentll Ulltuk melakukan penyidikan, 

pemmtutan, dan pemeriksaan di pengadilan. 

d. Adanya ketentuan tentang perlindungan korban dan saksi . 
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e. Tidak adanya kedaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat. 2 

Kekhususan lain dari Pengadilan HAM adalah bahwa terhadap pelanggaran 

HAM yang berat dapat digunakan asas retroaktif, yaitu suatu asas yang 

menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan 

secara surut terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya 

peraturan perundang-lmdangan tersebut. Penerapan Asas Retroaktif berlandaskan 

ketentuan pasal 28J ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945 yang menyatakan : 

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatas yang ditetapkan dengan lmdang-lmdang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tlmtutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis. 

Berdasarkan ketentuan diatas asas retroaktif dapat diberlakukan dengan 

tujuan untltk melindungi Hak Asasi Manusia. Dengan adanya asas Retroaktif, 

maka Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 dapat diberlakukan secara surut, 

sehiugga pelanggaran HAM yang berat yang teIjadi sebelum diberlakukannya UU 

ini dapat juga diperiksa dan diadili oleh pengadilan HAM. Oleh karena itu 

Undang-Undang nomor 26 tahlm 2000 mengatllf pula tentang Pengadilan HAM 

Ad Hoc untltk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat 

sebelum diundangkannya undang-undang ini. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk 

atas usul DPR-RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan 

berada di lingkungan peradilan llmum. 

Sistem hukum pidana Indonesia lebih banyak menggunakan asas tegalitas 

karena lebib bisa memberikan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan, 

2 Ibid, h.17-18 
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asas Retroaktif adalah pengecualian yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ada 

beberapa hal mendasar yang layak dicermati : 

1. Kekhawatiran penerapan asas Retroaktif terhadap kejahatan yang tidak 

ada pengaturannya dalam hukum pidana tertulis (extra ordinary crimes) 

berdasarkan pendekatan sejarah terbukti berdampak negatif dalam 

hukum pidana. 

2. Penerapan asas retroaktif menjelmakan asas lex-talionis (pembalasan) 

yang dapat menimbulkan bias huk\l1I1, tidak ada kepastin hukum dan 

menimbulkan kesewenang-wenangan dari para pelaksana hukum dan 

elit politik. 3 

Penerapan asas retroaktiftidak kondusif, oleh karena itu as as retroaktifharus rigid 

(ketat) dan limitat~f(terbatas), yaitu : 4 

1. Adanya korelasi antara hukum tata negara darurat dengan hukum negara, 

artinya asas retroaktif hanya dapat diberlakukan apabila negara dalam 

keadaan darurat dengan prinsip hllkum darurat, sehingga keberadaan 

retroaktif seharusnya temporer dan dalam wilayah hukum yang terbatas. 

2. Sifat darurat keberadaan retroaktif tidak dalam keadaan yang memgikan 

terdakwa I tersangka. 

Pengadilan Hak Asasi Manllsia mempakan pengadilan khusus terhadap 

perkara-perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pasal 4 Undang-

Undang nomor 26 tahun 2000 menyatakan : 

3 Indriyanto Seno Adji , Pengadilan HAM Ad Hoc yang obyel"tif, Kompas 2 Februari 2002. 
4 Ibid. 
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Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan 
memutus perkara peJanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 

Kategori pelanggaran HAM yang berat dinyatakan dalam pasal 7, yaitu : 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi : 
a. kejahatan genosida 
b. kejahatan terhadap kemanusiaan 

Di dalam penjelasan pasal 7 dinyatakan bahwa kejahatan Genosida dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang ini sesuai dengan 

ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Statuta Roma. Namun demikian sampai saat ini 

Statuta Roma belum diratifikasi oleh Indonesia, jadi ketentuan Statuta Roma ini 

hanya diadopsi saja dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Pengadopsian 

ketentuan Statuta Roma ini menunjukkan bahwa Indonesia juga sepaham dengan 

dunia Intemasional tentang pemahaman dan upayanya untuk melindungi Hak 

Asasi Manusia. 

Mengenai kedudukan dan tempat kedudukan Pengadilan HAM, pasal 2 

menyebutkan : 

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada 
di lingkungan peradilan umum 

Sedangkan dalam pasaJ 3 dinyatakan : 

(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah Kabupaten atau daerah kota 
yang daerah. hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan. 

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM 
berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 

Sebagai konsekuensi dikeluarkannya Undang-Undang nomOT 26 tahun 

2000 tentang Pengadilan HAM, maIm ada kewajiban pemerintah untuk 

membentuk Pengadilan HAM. Sebagai realisasinya pada tanggal 23 April 2001 
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telab diundangkan Keputusan Presiden Rl nomor 53 Tabun 200 1 tentang 

Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Pasal 2 Keppres ini menyatakan : 

Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksudkan dalam pasal satu 
berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang 
berat yang terjadi di Timtim pasca jajak pendapat dan yang terjadi di 
Tanjung Priok pada tabun 1984. 

Keppres tersebut kemudian direvisi oleh keppres nomor 96 tabun 2001 

sehingga pada pasal 2 berbunyi : 

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc sebagaimana dimaksud 
dalam pasal ] berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak 
Asasi Manusia (HAM) yang berat yang terjadj di Timor-Timur dalam 
wilayab hukum Liquisa, Dilli dan Suac pada bulan April 1999 dan bulan 
September 1999 dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 
1984. 

Kasus pe\anggaran HAM yang berat di Timtim terkait dengan resolusi 

PBB 1264 tabun 1999. Resolusi ini memberikan kewajiban Intemasional kepada 

pemerintab Indonesia untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas 

terjadinya pe\anggaran HAM di Timtim melallli Pengadilan HAM Ad Hoc. 

Mengenai hukum acara pidana daIam Pengadilan HAM, pasal 10 Undang-

Undang nomor 26 tahun 2000, menyatakan : 

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara 
atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan 
berdasarkan ketentuan hukum acara pidana 

Hukum Acara Pidana yang dimaksud dalam pasal 10 adalab KUHAP 

(Undang-Undang nomor 8 talmn ] 98]) Tambahan Lembaran Negara nomor 3209, 

Peraturan Pemerintab nomor 27 tabun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, beserta 

perundangan terkait seperti yang mengenai jaksa dan kekuasaan kebakiman. 
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Hukum Acara Pidana yang dimaksud disini adalah proses pemeriksaan perkara 

melalui sistem peradilan pidana yang meliputi pemeriksaan pendahuluan 

(penyelidikan dan penyidikan) dan penuntutan selta sidang pengadilan. 

Hukum Acara Pidana Peradilan HAM sistematikannya tidak perSIS 

menumt sistematika KUHAP, melainkan dengan sistematika yang diupayakan 

lebih sederhana dan memberi kemudahan untuk pemahaman yang dibutuhkan 

dalam praktek penerapannya, baik oleh para penegak hukum maupun akademisi.5 

Secara umum UU nomor 26 tahun 2000 berisi ketentuan-ketentuan yang 

menyangkut hukum formil dan hukum material . UU ini mengatur tentang 

ketentuan hukum acara dalam peradilan HAM dan juga tentang ketentuan pidana 

terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat. Hukum formil mauptm hukum 

materiil dalam UU nomor 26 tahun 2000 mempakan ketentuan-ketentuan yang 

bersifat khusus, dalam artian bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak sama 

dengan ketentuan yang secara umum diatur dalam KUHP ataupun KUI-IAP. 

Keberadaan Pengadilan HAM Indonesia sangat erat berkaitan dengan 

Hukum lnternasional. Pelanggaran HAM yang berat mempakan kewenangan dari 

Pengadilan HAM dan juga .Turisdiksi dari Pengadilan Pidana Internasional seperti 

yang diatur dalam Statuta Roma. Dalam implementasi UU nomor 26 tabun 2000 

tidak bisa dilepaskan dari Hukum Internasional karena Indonesia mempakan 

bagian dari masyarakat dtmia yang hams menghormati dan tunduk terhadap 

ketentuan Hukum Internasional. Beranjak dari uraian di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

5 Soedjono Dirdjosisworo, op cit, h. 67 
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1. Bagaimanakab pengaturan tentang pelanggaran HAM yang berat beserta 

ketentuan pemidanaannya menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 

2000? 

2. Bagaimanakab kekhususan Pengadilan HAM Indonesia seperti yang diatur 

dalam Undang-Undang nomor 26 tabun 2000? 

1.2 Penjelasan Judu' 

Sebelum dilakukan pembabasan lebih jauh mengenai permasalaban dalam 

skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa pengertian istilah yang dipakai dalam 

judul. Pengertian beberapa istilab yang dipakai dalam skripsi beIjudul 

"Kekhususan Hukum Materiil dan Hukum FOImil Pengadilan HAM Indonesia 

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2000" adalab sebagai berikut : 

Yang dimaksud dengan Kekhususan l1Ukum materiil dan hukum formil 

adalab perbedaan ketentuan dalam Pengadilan HAM Indonesia seperti yang diatur 

dalam UU Nomor 26 tabun 2000 dengan ketentuan-ketentuan umum yang diatur 

dalam KUHP dan KUHAP. Pengadilan HAM menurut pasal 1 butir ke-3 Undang

Undang Nomor 26 Tabtm 2000 adalab Pengadilan khusus terhadap pelanggaran 

Hak Asasi Manusia yang berat. Sedangkan kata menurut Undang-Undang Nomor 

26 Tabun 2000 berarti babwa pembabasan tentang kekhususan Pengadilan HAM 

Indonesia akan didasari dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang

Undang NomoI 26 TallIDl 2000. 

Dari uraian diatas dapat diambil penjelasan mengenai judul skripsi ini, 

yaitu : perbedaan ketentuan mengenai pemidanaan dan hukum acara dalam 
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pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam 

perspektifUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 

1.3 Alasan Pemilihan Judul 

Sejak diberlakukannya UU 26 tahun 2000, perkara-perkara pelanggaran 

HAM yang berat tidak lagi menjadi kewenangan dari pengadilan Negeri mauptm 

pengadilan Militer, tetapi menjadi kewenangan dari Pengadilan HAM. Pengadilan 

HAM Indonesia selain merupakan Pengadilan yang khusus memeriksa dan 

mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat, juga mempunyai karakteristik 

yang berbeda dengan pengadilan lain, baik yang menyangkut hukum materiil 

maupun hukum formilnya. 

Pengadilan HAM secara umum menggunakan huku)]] acara pidana seperti 

yang diatur dalam KUHAP, namun demikian ada beberapa perbedaan ketentuan 

yang diatur tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Ketentuan 

tersebut terutama berkaitan dengan keberadaan Komnas HAM, penyelidik ad hoc, 

penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc dan hakim ad hoc. 

Beranjak dari penjelasan diatas, rnaka skripsi ini diberi judul "Kekhususan 

Hukum Materiil dan Hukum Formil Pengadilan HAM Indonesia Menurut 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000". 

1.4 Tujuan Penulisan 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk : 

1. Memperoleh kejelasan mengenaipelanggaran HAM yang berat dan 

ketentuan pemidanaannya serta kekhususan Pengadilan HAM . 
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2. Memberikan pemecahan masalah mengenai kendala yuridis yang dibadapi 

para praktisi bukum dalam menangani perkara pelanggaran HAM yang 

berat. 

3. Untuk: memenuhi syarat kelulusan sebagai Srujana Hukum. 

1.5 Metodologi 

a. Pendekatan masalah 

Pembahasan skripsi ini akan didasarkan pada pendekatan normatif empiris 

yaitu dengan menganalisa permasalahan berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan di bidang HAM dan membabas suatu perkara 

berdasarkan peratman perundang-undangan. 

b. Bahan Hukum 

Bahan bukum dalam penulisan ini akan dibedakan menjadi dua : 

1. Bahan hukum primer 

Terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang HAM, antara lain 

UU no 39 tahtm 1999 tentang HAM, UU no 26 tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM, Keppres no 50 tahun 1993 tentang KOMN AS HAM, 

PP nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi 

dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat. 

2. Bahan Sekunder 

Terdiri dan literature-literatur di bidang HAM, majalab dan surat kabar. 

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum 
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Pengolahan bahan-bahan kepustakaan diperoleh dengan jalan inventarisasi 

peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

d. Analisa bahan hukum 

Seluruh bahan-bahan yang telah terktlillpul, kemudian akan dianalisis 

dengan menggunakan metode analis kualitatif yaitu data yang sudah 

terkumpul akan dikaji menurut peraturan perundang-undangan dan teori

teori di bidang HAM. 

1.6 Pertanggung jawaban Sistematika 

Sistematika penulisan skripsi ini akan terdiri atas empat bab. Bab satu 

merupakan pendahuluan yang berisi gambaran secara umum dan menyeluruh 

ten tang pokok permasalahan. Bab sam ini terdiri dari latar belakang dan rumusan 

permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, mjuan penulisan, 

metodologi, dan pertanggung jawaban sistematika. 

Selanjutnya bab dua dan bab tiga merupakan bab isi yang akan disusun 

berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam bab satu. Bab dua merupakan 

pembahasan permasalahan yang pertama, sedangkan bab tiga akan membahas 

permasalahan yang kedua. 

Dalam bab dua akan dibahas mengenai Pelanggaran HAM yang berat dan 

ketentllan pemidanaannya menurut UU nomor 26 tahun 2000. Bab ini terdiri dari 

tiga sub bab atau pokok bahasan. Pokok bahasan pertama adalah tentang kategori 

pelanggaran HAM yang berat, pokok ballasan yang kedlla akan memballas tentang 
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perbandingan ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang nomor 26 ta]um 

2000 dan KUHP. sedangkan pokok bahasan ketiga berisi tentang inkonsistensi 

pengaturan tentang pelanggaran dan kejahatan dalam Undang-Undang nomor 26 

tahun 2000. 

Bab tiga akan membahas tentang Kekhususan Hukum Materiil dan Hukum 

Formil Pengadilan HAM Indonesia serta kedudukannya terhadap Hukum 

Intemasional. Bab tiga dibagi menjadi tiga pokok bahasan, yang pertama tentang 

kekhususan Hukum Materiil dan Hukum Formil Pengadilan HAM Indonesia. 

Pokok bahasan kedua membahas ten tang kedudukan Pengadilan HAM Indonesia 

da]am Hukum Intemasiona1. Pokok bahasan ketiga berisi tentang Pelanggaran 

HAM yang berat di Indonesia. 

Dalam setiap penuJisan, jika ada pendahuluan tentu saja ada bagian 

penutup. Dalam skripsi ini bab empat merupakan bab penutup yang berisi 

kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam bab satu, dua dan tiga. Selain itu bab 

ini juga akan berisi saran dan penulis untuk pemecahan pennasalahan ini. 
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BAB II 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat 
Dan Ketentuan Pemidanaannya Dalam 

UU nomor 26 tabun 2000 

2.1 Kategori Pelanggaran HAM yang Berat 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dapat diperiksa dan 

diadili oleh Pengadilan HAM menurut pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 

2000 adalah: 

1. Kejahatan genosida 

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan 

Kategori pelanggaran HAM yang berat diatas dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 

yang berbunyi : 

"Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan " dalam 
ketentuan ini sesuai dengan " Rome Statute of The International Criminal 
Court " (pasal 6 dan pasal 7) 

a. Kejahatan Genosida. 

Istilah Genosida (Genocide) diciptakan oleh Dr. Raphael Lemkin, seorang 

pengacara Polandia ketunman Yunani pada tabun 1944. Genocide berasal dari 

penggabungan kata dari Bahasa Yunani Genos (ras atau suku) dan kata bahasa 

Latin O de (pembunuhan). Istilah Genosida pertama kali digunakan untuk 

memperlihatkan kekejaman-kekejaman yang dilakukan orang-orang Nazi di 
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sebenamya bukan hal yang barn, dalam sejarab peradaban manusia pembunuban 

seluruh kelompok manusia yang mempunyai em umum etnis, rasial atau agama 

merupakan suatu praktek yang sering teIjadi dari waktu ke waktu berkaitan 

dengan ketiga faktor diatas.6 

Di dalam sejarab, pembunuhan atau pemusnahan manusia seeara besar-

besaran telab terjadi di hampir seluruh bagian belaban dunia. Dua peristiwa 

genosida terbesar dan terburuk yang terjadi di awal abad ke-20 telab 

menghentakkan dunia dan menimbulkan banyak pemikiran banl tentang HAM 

serta mengakibatkan muneulnya pemikiran tentang perlunya Hukum lnternasional 

untuk meneegab terjadinya kembali genosida. Dna peristiwa genosida yang 

dimaksud diatas adalab pemusnahan orang Annenia oleh orang Turki pada tahun 

1915-1916 dan pemusnahan orang yahudi dan orang jipsi oleh orang Nazi pada 

tahun 1939-1945. 

Berawal dari perbutan keji Nazi terhadap orang yahudi, masyarakat 

internasional sepakat untuk membnat peIjanjian Internasional yang bertujuan 

untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa yang mengerikan tersebut. Pada 

tahun 1948 melalui sidang umum PBB, disetujui dibuatnya suatu konvensi tentang 

genosida. Konvensi PBB tersebut bemama Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (Konvensi Pencegahan dan Penghukuman 

Kejahatan Genosida). Konvensi ill dibentuk berdasarkan Resolusi sidang umum 

6 Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, Kata pengantar oleh Abdul 
Hakim G. Nsantara, diteJjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 
1994,h.99. 
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PBB 260A (Ill) tanggal 9 desember 1948 dan mulai diberlakukan pada tanggal 

12 Januari 1951 . Pasal 1 konvensi ini menyebutkan : 

The contracting parties confirm that genocide, whether commited in the 
time of peace or in the time of war, is a crime under international law they 
lmdertake to prevent and to punish 

secara umum pasal ini dapat diartikan : 

Negara peserta sepakat untuk mencegah dan mengadili tindakan genosida 
yang dilakukan dalam keadaan damai atau perang yang telah ditetapkan 
sebagai kejahatan menurut Hukum lnternasional 

Konvensi ini menyatakan bahwa genosida merupakan kejahatan 

lnternasional yang dapat dibukum, baik dilakukan di waktu perang maupun di 

waktu damai, juga menentukan tentang siapa yang akan melaksanakan 

hukumannya. Konvensi ini dianggap sebagai mekanisme yang menentukan dalam 

pertarungan menentang genosida, dan merupakan terobosan besar dalam sejarah 

umat manusia. Namun pada kenyataannya konvensi ini dianggap gagal total 

karena tidak dirasakan dampak dan manfaat dari konvensi ini. Kegagalan 

konvensi ini terutama berkaitan dengan tidak efisiennya mekanisme penegakkan 

hukumnya. 

Permasalahan muncul apabila terjadi Genosida di suatu negara akan tetapi 

negara tersebut tidak mau mengambil tindakan, pennasalahnnya adalah siapa 

yang dapat dituduh melakukan Genosida? dan siapa yang akan menjatuhkan 

hukumannya? Dalam konvensi ini telah ditentukan empat mekanisme dalam 

menyelesaikan perkara ini : 

l. Pelaku diadili di pengadilan negara tempat genosida teIjadi. Hal ini sangat 

sulit dilaksanakan karena biasanya genosida dilakukan atau paling tidak 
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diketahui oleh penguasa negara sehingga negara akan dengan mudah 

mengendalikan pengadilan. 

2. Pelakn dibawa ke Pengadilan InternasionaL 

3. Perkara dibawa ke badan PBB yang berwenang melakukan tindakan

tindakan yang ditenttlkan oleh Piagam PBB, dalam hal ini adalah Dewan 

Keamanaan PBB 

4. Pelaku dibawa ke Mahkamah Pengadilan Internasional secara unilateral 

oleh negara-negara yang tersangkut 

Penegakkan hukum konvensi ini menjadi sangat tidak memadai karena 

mayoritas negara lebili memilih untuk membela kedaulatan negaranya daripada 

harns menghukum pelaklUlya Terlepas dari kebaikan-kebaikarmya, konvensi ini 

dalam banyak hal tetap merupakan " suatu tindakan diplomatis" dirusak oleh 

kemunafikan yang menonjol, konvensi itu lebih banyak hanya merupakan catatan 

protes menentang tindakan- tindakan kebuasan individu atan kelompok dimasa 

lalu, dari pada merupakan suatu mekanisme yang efektif lUltuk mencegah atau 

menekarmya.7 

Beranjak dari lemahnya konvensi tentang genosida terutama menyangkut 

penegakan hukwnnya, maka pada tanggal ] 7 Ju1j 1998 dalam Konfrensj 

Diplomatik PBB di Roma para negara peserta menyetujui sebuah Statuta yang 

bernama Statuta Roma untuk membentuk " International Criminal Court" (ICC) 

atau Pengadilan Pidana Internasional. Dibentuknya ICC diharapkan dapat 

menghilangkan ketidak- mampuan hukmn lntemasjonal dalam mengadilj pelaku 

7 ibid. h.110 

.J 
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kejahatan Genosida, sekaligus mencegah terulangnya kejadian yang mengerikan 

tersebut. 

Dalarn pasal 6 Statuta Roma yang dimaksud dengan genosida adalah 

perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruh atau 

sebagian kelompok bangsa, etnis, ras dan agarna. Perbuatan-perbuatan yang dapat 

disebut sebagai genosida adalah sebagai berikut : 

1. Membunuh anggota kelompok suatu bangsa. 

2. Menimbulkan luka atau merusak mental yang sangat berat terhadap 

individu- individu anggota kelompok tersebut. '.. ~ 

3. Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang 

diperkirakan akan dapat menyebabkan kehancuran fisik sebagian atau 

keseluruhan kelompok itu. 

4. Memaksakan tindakan atau perbuatan yang dimaksud untuk mencegah 

kelahiran anak pada anggota-anggota kelompok tersebut. 

5. Memindahkan dengan paksa anak-anak dari kelompoknya ke kelompok 

lain. 

Di Indonesia, istilah genosida terdapat dalarn Undang-Undang nomor 26 tahun 

2000 tentang Pengadilan HAM. Kejahatan genosida dikategorikan sebagai 

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pengertian genosida dalarn UU ini 

nyaris sarna dengan pengertian yang terdapat dalarn Statuta Roma, didalarn 

penjelasan pl1sal 7 disebutkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan 

kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan "Rome Statute of The 
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International Criminal Court" (pasal 6 dan pasal 7). Pengertian genosida 

diuraikan dalam pasal 8 Undang-Undang nomOI 26 tahun 2000: 

Kejahatan genosida sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a 
adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud lmtuk 
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, 
ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara : 
a. Membunuh anggota kelompok; 
b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap 

anggota-anggota kelompok; 
c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan 

kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 
d. Memaksakan tindakan- tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran 

didalam kelompok, atau ; 
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 

kelompok lain. 

b. Kejahatan Terbadap Kemanusiaan 

Dalam pasal 7 Statuta Roma yang dimaksud dengan "Kejahatan Terhadap 

Kemanusiaan" adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan 

yang meluas atau sistematik yang dapat diketahui bahwa serangan tersebut 

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa perbuatan: 

1. pembunuhan; 

2. pemusnahan; 

3. perbudakan; 

4. pemindahan penduduk secara paksa; 

5. perampasan dengan paksaan kebebasan penduduk seperti " memenjarakan 

" dengan melanggar prinsip dasar Hukum Internasional; 

6. penyiksaan; 
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7. perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan untuk melakukan prostitusi, 

penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi dan bentuk-bentuk kebrutalan 

seksual yang mengerikan; 

8. penganiayaan terhadap suatu kelompok yang diklasifikasi atas dasar aliran 

politik, ras, suku bangsa, etnis, budaya, agama dan gender atau atas dasar 

klasifikasi mengenai "penyiksaan" yang dengan tegas dilarang dalam 

Hukum Intemasional dan dalam Jurisdiksi Pengadilan Pidana 

Intemasional; 

9. pengbilangan paksa; 

10. kehajatan apartheid; 

11. perbuatan tidak manlLSiawi lainnya yang sifatnya dengan sengaJa 

menyebabkan penderitaan berat atau luka parah yang mengenai badan dan 

mental serta yang sangat mengganggu kesehatan manusia; 

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 

seperti yang disebut diatas dilakukan dengan tindakan bempa : 

1. Serangan yang ditujukan terhadap sekelompok penduduk sipil, yaitu 

serangan meluas atau sistematik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil sesuai dengan atau sebagai 

kelanjutan dari tujllan suatu negara atau organisasi lmtuk melakukan 

serangan tersebut. 

2. Pemusnahan, yaitu dengan sengaja membuat kondisi kehidllpan suatu 

kelompok penduduk terhenti antara lain dengan memutus akses pangan 

dan obat-obatan. 
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3. Perbudakan, yaitu tindakan menguasai seseorang sedemikian rupa 

sehingga orang tersebut menjadi tidak berarti dan diperdagangkan sebagai 

budak. 

4. Deportasi atau pemindahan penduduk: secara paksa dengan menguslI 

orang-orang dari suatu daerah-kedaerah lain dengan alasan yang tidak 

dibenarkan oleh hukum Intemasional. 

5. Penyiksaan, yaitu tindakan dengan sengaja menyakiti dan menimbulkan 

penderitaan fisik maupun mental terhadap seseorang yang ditahan dibawah 

penguasaan si pelaku. 

6. Penghamilan paksa, yaitu menahan paksa seorang perempuan dan dipaksa 

untuk. dapat hamil dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis suatu 

kelompok. 

7. Persekusi, yaitu perampasan dengan sengaJa terhadap hak-hak dasar 

dengan meniadakan identitas kelompok. 

8. Kejahatan apartheid, yaitu peoindasaan dan dominasi secara sistematik 

terhadap suatu kelompok ras oleh ras lain dengan maksud mempertahan 

rezlffiI.1ya 

9. Penghilangan paksa, yaitu tindakan penangkapan, penahanan atau 

penyekapan orang-orang tanpa mengakui perbuatan tersebut. 

10. Gender, dalam statuta ini mengacu pada dua jenis kelamin yaitu laki-laki 

dan perempuan. 

Seperti halnya pengertian tentang genosida, pengertian dan penjelasan 

tentang kejallatan terhadap kemanusian dalam UU nomor 26 tahun 2000 juga 
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bampir sarna dengan pengertian yang ada dalam Statuta Roma. Rumusan lengkap 

tentang kejabatan terbadap kemanusiaan terdapat dalam pasal 9 yang menyatakan: 

Kejahatan terbadap kemanusiaan sebagaimaua dimaksud dalam pasal 7 
buruf b adalah salah satu perbuatau yang dilakukau sebagai bagiau dari 
seraugan meluas atau sistematik yaug diketahuinya bahwa seraugan tersebut 
ditujukau secara langsung terbadap penduduk sipil, berupa : 

a. pembunubau ; 
b. pemusnabau; 
c. perbudakan ; 
d. pengusirau atau pemindahan penduduk secara paksa ; 
e. perampasau kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain 

secara sewenaug-wenaug yaug melauggar (asas-asas) ketentuau 
pokok hukum intemasional ; 

f. penyiksaan; 
g. perkosaau, perbudakau seksual, pelacuran secara paksa, 

pemaksaan kebamil au , pemaudulau atau sterilisasi secara paksa 
atau bentuk-bentuk kekerasau seksuallain yaug setara; 

h. penganiayaau terhadap suatu kelompok teItentu atau perkumpulau 
yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, 
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telab diakui 
secara universal sebagai hal yang dilaraug menurut hukum 
intemasional ; 

1. pengbilaugan orang secara paksa; atau 
J. kejahatan apartheid. 

Pengaturan tentang kejahatan Genosida dan kejabatan terhadap 

kemanusiaan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM merupakan pengadopsian 

dari ketentuan dalam Statuta Roma, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah 

mengikuti perkembangan pemaham HAM di dunia dan ikut berusaha melindungi 

HAM. Dalam Statuta Roma sebenarnya ada 4 macam pelanggaran HAM yang 

berat, yaitu : kejahatan Genosida, Kejahatan terbadap kemanusiaan, Kejabatau 

perang dan Kejahatan Agresi, namun Indonesia hanya mengadopsi dua 

pelauggaran HAM yang berat saja. 

Langkab Indonesia yaug hanya mengadopsi Statuta Roma taupa 

meratifikasinya tersendiri menjadi suatu Undang-Undang merupakan suatu upaya 
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Indonesia untuk mengikuti perkembangan HAM dunia tanpa hams menundukkan 

diri kepada Pengadilan Pi dana Internasional seperti yang diatur dalam Statuta 

Roma. Hal tersebut dianggap lebih menguntungkan posisi Indonesia yang tidak 

hams menyerahkan petaku prlanggaran HAM yang berat kepada Pengaditan 

Pidana Internasional. 

Dari rumusan pasal 8 dan 9 tidak disebutkan batasan tentang pelaku 

pelanggara HAM yang berat, hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat 

dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga aparat keamanan yaitu TNI atau 

POLRI. Jika pasal 8 dan 9 dikaitkan dengan pasal 42 ayat (1) dan (2) tentang 

tanggwlg jawab seorang komandan militer, seorang atasan polisi atau sipil, dapat 

diartikan bahwa seorang komandan militer atau atasan polisi dapat dijerat dengan 

Undang-Undang ini karena telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan 

apabila komandan militer atau atasan polisi atau sipil karen a kekuasaan dan 

kewenangan yang dimilikinya telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk 

melakukan suatu serangan yang meluas dan sistematik, atau telah melakukan 

pembiaran teIjadinya pelanggaran HAM yang berat yaitu dengan tidak mengambil 

tindakan apapun walaupun komandan militer tersebut mengetahui telah teIjadi 

pelanggaran HAM yang berat. Perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilakukan 

karena TNl atau POLRI merupakan organisasi yang berjenjaug dan terdapat 

sistem komando yang memungkinkan seorang komandan atau atasan untuk 

rnemberi perintall kepada anak bua.hnya. 

Dalam hal penegakan hukum, pembuktian terhadap perbuatan diatas 

bukanlah hal mudah, karena tidak adanya keterlibatan langsung komandan militer 
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daij atasan polisi atau sipil dalam kejadian. Sebingga yang sering teIjadi adalab, 

hanya anak buah dan bawahan saja yang dapat teIjerat Undang-Undang ini 

sedangkan komandan dan atasan militer dapat 1010s dari jeratan hukwn. 

2.2 Perbandingan Ketentuan Pemidanaan Dalam UU nomor 26 tabun 

2000 dan KUHP 

a. Ketentuao Pidana Dalam UU nomor 26 tabuo 2000. 

Secara umum Ketentuan Pidana yang terdapat da1am Undang-Undang 

nomor 26 tahun 2000 untuk perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 

dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu : 

l. Yang mengenai perbuatan yang dimaksud dalam pasal 8 (a,b,c,d,e) ; 

yaitu perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM ) yang berat "Genosida" 

(pasaJ 8). Setiap orang yang melakukan perbuatan : 

a) membunuh anggota kelompok 

b) mengakibatkan fisik atau mental yang berat terhadap anggota

anggota kelompok 

c) menciptakan kondisi kebidupan yang akan mengakibatkan 

kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya ; 

d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran 

dalam kelompok; atau 

e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 

kelompok lain. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEKHUSUSAN HUKUM MATERIL HARDIANTO WIDODO



26 

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 25 tal1Un 

dan paling singkat 10 tahun. 

2. Yang dimaksud dalam Pasa19 (a,b,c,d,e,f,g,h,) ; 

yaitu Perbuatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat "Kejahatan 

terhadap Kemanusiaan" (Pasal 9) yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan 

sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya 

bahwa serangan tersebut ditujukan secara langstmg terhadap penduduk sipil 

berupa perbuatan yang disebut dalam ayat a , b, d , e , dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a) perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 

1) pembunuhan 

2) pemusnahan 

3) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa 

4) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain 

secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan 

pokok hukum internasional ; 

Dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur bidup atau 

pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahu.n dan paling 

singkat 10 (sepuluh) tahun 

b) 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan perbudakan (pasal 9c) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun 
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2) Setiap orang yang melakukan perbuatan "penyiksaan" (pasal 

9f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahW] 

3) Setiap orang yang melakukan perbuatan : 

a) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 

pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara 

paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang 

setara 

b) pengamayaan terbadap 1 (satu) kelompok tertentu atau 

perkumpulan yang didasari paham politik, ras, kebangsaan, 

etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang 

telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang 

menurut hukum intemasioanl. 

c) pengbilangan orang secara paksa 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh) tahun 

dan paling singkat 10 (sepuluh ) talmn. (Pasal 9 g , h , i ) 

3. Yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai Percobaan Pemufakatan 

jahat atau Pembantuan untuk melak'Ukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 

yang berat "Genosida" atau "kejahatan terhadap kemanusiaan" (Pasal 8 atau pasal 

9 ) menurut pasal 41 , dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan

ketentuan : 
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a. ketentnan pidana pasal 36 : pidana mati atan pidana penjara seumur 

bidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan 

paling singkat 10 (sepuluh) tabun. 

b. ketentuan pidana pasal 37 : dipidana dengan pidana mati atan pidana 

penjara seumur bidup atau penjara paling lama 25 (dua puluh lima) 

tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun. 

c. ketentuan pidana pasal 38 : dipidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahnn dan paling singkat 5 (lima) tahun. 

d. ketentuan pidana pasal 39 : dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun. 

e. ketentuan pidana pasal 40 : dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. 

4. Pertanggung jawaban pidana atasan atas perbuatan anak buahnya di lapangan 

diatur dalam pasal 42. Seorang komandan militer dapat dipertanggung jawabkan 

terhadap pasukan yang berada dibawah komandonya. 

Pasa142 ayat (1) : 

Komandan militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai 
komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana 
yang berada di dalam jurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) 
yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawalI komando dan 
pengendaIiannya yang efektif, atau dibawah kekuasaan dan 
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebnt merupakan 
akibat dari tidak dilakukan pengendaIian pasukan secara pattlt, yaitu : 
a) komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharnsnya mengetahui bahwa pasukan tersebut 
sedang melakukan atau barn saja melakukan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang berat; dan 
b) komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan 
tindakan yang tidak layak dan diperlukan dalam ruang lingkup 
kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut 
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atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidikkan, dan penuntutan. 

Pasal 42 ayat (2) : 

Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggungjawab 
secara pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang 
berat yang dilakukan oleh bawabannya yang berada di bawab kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak 
melakukan pengendaliannya terhadap bawabannya secara patut dan benar 
yakni : 
a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan 
infonnasi yang secara jelas menunjukkan babwa bawabannya sedang 
melakukan atau bam saja melakukan pelanggaran Hak Asasi ManllSia 
yang berat, dan 
b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan 
diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegab dan 
menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk di]akukan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan. 

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 42 diancam 

dengan pi dana yang sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal36, Pasal 37, Pasal 

38, Pasal39, Pasal40 : 

1. Pasal 36 : dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara sewnur 

bidup atau paling lama 25 tabun dan paling singkat 10 tablll 

2. pasal 37 : dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

bidup atau paling lama 25 tabun atau paling singkat 10 tabun. 

3. pasal 38 : dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tabun dan 

paling singkat 5 tahlll. 

4. pasa1 39 : dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tabun dan 

paling singkat 5 tabun. 

5. pasaJ 40 : dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan 

paling singkat 10 tabun. 
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b. Ketentuan Pemidanaan Dalam KUHP. 

Perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-Undang nomor 26 tabun 2000 

dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, secara umum sudah diatur 

oleb KUHP. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak menyebut secara kbusus 

bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran HAM yang berat, 

namun banya disebut sebagai perbuatan Pidana. Jenis-jenis pelanggaran HAM 

yang berat yang diatur dalarn KUHP adalah : 

a. Membunub anggota kelompok atau pembunuhan. Diatur dalam pasal 338, 339 

dan 340 KUHP. Pasal 338 menyatakan : 

barang siapa sengaja merampas nyawa orang Jain, dian cam, karena 
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama IS tahun. 

sedangkan pasal 340 menyatakan : 

barang siapa sengaja dan dengan rencana lebib dahulu merampas 
nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana 
(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hid up atau 
selama waktu tertentu paling lama dua pulub tab un .. 

b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat atau penganiayaan. 

Dalam KUHP diatur dalam pasal3S1 yang berbunyi : 

(1) Penganiayaan diancam dengan pi dana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalab 
dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pi dana penjara paling lama 
tujub tabun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesebatan. 
(S) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. 

c. Memindabkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok 

lain. Dalam KUHP terdapat rumusan yang bampir sarna, yaitu dalam pasal 
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330 ayat 2 atau yang lebm dikenal dengan penculikan anak. Pasal tersebut 

menyatakan : 

Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur dua 
belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

d. Perbudakan, diatur dalam pasal 324, 325, 326, 327 KUHP. Akan tetapi 

ketentuan-ketentuan tersebut sekarang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. 

e. Menciptakan kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan fisik baik sebagian 

ataupun seluruhnya. Perbuatan ini diatur KUHP dalam bab tentang kejahatan 

yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Pasal ] 87 

menyatakan : 

barallg siapa dellgan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau 
banjir, diancam : 
ke-1 . dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
karenanya timbul bahaya umum bagi barang; 
ke-2 . dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika 
karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 
ke-3 . dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu 
paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi 
nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang .. 

pasallain yang berkaitan dengan perbuatan tersebut adalah pasal 202 dan 408 

KUHP. Pasal202 berbunyi : 

(1) barang siapa memasukkan barang sesuatu kedalam sumur, pompa, 
sumber atau kedalam pedengkapan air minum untuk umum atau untuk 
dipakai oleh, atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahui 
bahwa karenanya air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
(2) jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 
waktu tertentu paling lama dua puluh tahlill. 
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sedangkan pasal408 menyatakan : 

barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 
merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan, 
kereta api, trem, telegraf, teLepon atau listrik, atau bangunan-bangunan 
untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air 
atau riool yang digunakan untuk keperJuan lLmum, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahlID. 

f. Perkosaan dan kebrutalan seksual yang mengerikan, dalam KUHP diatur pada 

pasal 285 yang berbunyi : 

barang siapa dengan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pemikahan, diancam 
dengan melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 
dua belas tahun .. 

g. Penganiayaan atas dasar ras dan etnis diatur dalam KUHP ten tang penghinaan 

terhadap ras, etnis, agama, dan keturunan. Pasal yang mengatur hal ini adalall 

pasal156 yang berbunyl : 

Sarang siapa dimuka umum menyatakan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau 
beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratlis rupiah. 

Perkataan goiongan dalam pasaL ini dan pasal berikutnya 
berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu 
atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negen asaluya, 
agamanya, tempat asalnya, ketilltmarmya, kebangasaarmya atau 
kedudukannya menurut hukum tata negara. 

h. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh komandan lniliter, diatur dalam 

pasal 413 KUHP yang menyatakan: 

seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau sengaja 
mengabaikan untuk menggunakan kekuatan dibawah perintahnya, 
ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang, menurut 
Undang-Undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun. 
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Ketentuan pi dana dalam KUHP lebib ringan dibandingkan ketentuan 

pidana dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Sedangkan tentang 

percobaan, KUHP secara umum mengatur dalam buku ke satu pasaJ 53 yang 

menyatakan : 

(1) mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata 
dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu 
bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 
(2) maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat 
dikurangi sepertiga . 
(3) jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur 
hidup, dijatllhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
(4) pidana tambahan bagi percobaan adalah sarna dengan kejahatan selesai. 

Sedangkan mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pi dana diatur 

dalam pasal 55 yang berbunyi : 

(1) dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbutan pidana : 
ke-l mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang tumt serta 
melakukan perbuatan; 
ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman 
atau penyesatan, satau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 
sengaja menganjurkan orang lain supuya melakukan perbuatan. 
(2) terbadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalab 
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

Dalam bal terdapat pembantuan dalam suatu perkara, pasal 57 KUHP 

menyatakan : 

(1) dalam bal pembantuan, maksimum pidana pokok terbadap kejabatan, 
dikurangi sepertiga. 

(2 ) jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur bidup, 
dijatuhkan pi dana penjara paling lama lima belas tahun. 

(3) pidana penjara bagi pembantuan adalab sarna dengan kejahatannya 
sendiri . 

(4) dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperbitungkan hanya 
perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta 
akibat -akibatnya. 
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Ketentuan pemidanaan yang secara UImUll diatur dalam KUHP tidak 

mengenal adanya hukuman minimum tetapi hukuman maksimum. Hal tersebut 

karena ketentuan pemidaan dalam KUHP tersebut dimaksudkan lmtuk melmdungi 

terdakwa. Sedangkan pada UU nomor 26 tahun 2000 terdapat ketentuan tentang 

pidana minimum yang dirnaksudkan untuk sedapat mungkm menghukum 

terdakwa dengan hukmnan yang berat. Ketentuan pemidanaan dalam UU nomor 

26 tabun 2000 lebih berat dibanding dalam KUHP dibuktikan dengan banyaknya 

ancaman hukuman mati dan adanya hukuman pidana penjara selama 25 tahun. 

Secara objectif dapat dikatakan babwa ketentuan pidana yang ditujukan 

kepada terpidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat bagi 

perkembangan hukum pidana di lndonsia mempakan salah satu out put dari 

reformasi hukum, khususnya mengenai ancaman hukuman minimum 5 (lima) dan 

10 (sepuluh).8 

2.3 lnkonsistensi Pengaturan Tentang Pelanggaran dan Kejabatan 

Dalam UU Nomor 26 Tabuo 2000 

Perbuatan pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP dibedakan menjadi 

kejabatan dan pelanggaran. Pembagian ini tidak ditentukan secara nyata dan jelas 

dalam satu pasal tertentu dalam KUHP akan tetapi dapat dianggap demikian 

dengan memperbatikan secara keseluruhan pasal-pasal dari KUHP. Kejahatan 

diatur dalan Buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. 

Kejahatan dan pelanggaran dapat dibedakan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Secara kualitatif, kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak 

8 Soedjono Dirdjosisworo, op cit, h.128 
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ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana akan tetapi telah 

dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hokum. Sedangkan 

pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan bukumnya barn 

dapat diketahui setelah ada un.dang-lmdang yang menyatakan bahwa perbuatan 

tersebut adalah pelanggaran. Secara kuantitatif, pi dana yang diancamkan pad a 

kejahatan lebib berat dari yang diancamkan pada pelanggaran.9 

Antara kejahatan dan pelanggaran secara kualitatif sulit untuk dibedakan. 

Oleh karena itu setiap un.dang-un.dang biasanya menyatakan bahwa perbuatan 

yang diatur adalah pelanggaran atau kejahatan. Pembagian perbuatan pi dana 

menjadi kejahatan dan pelanggaran membawa berbagai akibat hukum yang 

bersifat materiil , yaitu : 10 

l. Undang-Undang tidak membuat pembedaan antara opzet (kesengajaan) 

dan culpa (ketidak sengajaan) dalam peJanggaran. 

2. Percobaan lmtuk melakukan pelanggaran tidak dipidana. 

3. Keturutsertaan dalam pelanggaran tidak dipidana. 

4. Dalam pelanggaran, pelaku atau para pelaku hamya dapat dibukum apabila 

pelanggara itu telah teIjadi dengan sepengetahuan mereka. 

5. Dalam pelanggaran, pengaduan bukan merupakan suatu syarat untuk 

dilakukannya penuntutan. 

9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 72. 
10 PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pi dana lndonesia PT Citra Aditya Bal..'1i, 

Bandung, 1997, h. 211-212. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEKHUSUSAN HUKUM MATERIL HARDIANTO WIDODO



36 

6. Jangka waktu kedaluarsa lmtuk melakukan pemmtutan (pasal 78 ayat 1 

angka 1 KUHP) dan untuk menjalankan pemidaan (pasal 84 ayat 2 KUHP) 

pada pelanggaran lebih singkat daripada pada kejahatan. 

7. Pada pelanggaran berlaku ketentuan pembayaran denda seeara sukarela 

dari nilai denda yang setinggi-tingginya dapat menghapus penuntutan. 

8. Benda yang diperoleh karen a pelanggaran dapat disita (pasal 39 ayat 2 

KUHP). 

9. Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia hanya 

dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang diluar Indonesia 

melakukan kejahatan dan bukan pelanggaran. 

10. Pasal penadaban (pasal 480 KUHP) mensyaratkan babwa benda yang 

diperoleh harus melalui kejabatan bukan pelanggaran. 

Kejahatan dan pelanggaran adalah berbeda dan saling terpisah. Akan tetapi 

dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 dikatakan bahwa 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan 

kejabatan. terhadap kemanusiaan. Dari pasal ini terlihat bahwa pelanggaran dan 

kejahatan dapat diterapkan sekaligus pada satu perbuatan, bahkan dari 

rumusannya dapat diartikan bahwa kejahatan adalah bagian dari pelanggaran 

karena disitu dinyatakan bahwa dalam pe]anggaran terdapat kejahatan. Walaupun 

agak ranell dalam hal pengistilahannya, namlID pengaturan kejahatan dan 

pelanggaran dalam Undang-Undang nom or 26 tabun 2000 tidak menimbulkan 

dampak yuridis apapun. 
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BAB III 

Kekhususan Hukum Materiil dan Hukum Formil 
Pengadilan HAM Indonesia 

Serta Kedudukannya Terhadap Hukum Internasional 

3.1 Kekhususan Hukum Materiil dan Hukum Formil Pengadilan HAM 

Pengadilan \rAM adalah pengadilan khusus yang berwenang memeriksa 

dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-

Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM 

memplmyai karakteristik yang berbeda dengan bentuk-bentuk pengadilan lain 

yang ada di Indonesia. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 sebagai dasar 

pembentukkan Pengadilan HAM mengatur beberapa ketentuan yang bersifat 

khusus atau berbeda dengan ketentuan-ketentuan umum seperti yang diatur dalam 

KUHP dan KUHAP. 

Pellgadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilall khusus lmtuk 

perkara pelanggaran HAM yang berat yang merupakan suatu bentuk kejahatan 

yang tidak diatur dalam KUHP namun dampak dan akibatnya telah menimbulkan 

perasaan tidak aman dan bilangnya rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab 

itu, perkara Pelanggaran HAM yang berat harns di tangani secara khusus dan 

serius karen a hal ini sangat berhubungan dengan kepercayaan rakyat kepada 

keseriusan negara dalam melindlmgi HAM. 
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Kekhususan Pengadilan HAM baik yang menyangkut hukmn aeara 

maupun ketentuan pemidanaan ditentukan oleh Undang-Undang nomor 26 tahun 

2000 yang antara lain adalah : 

a. Penerapan asas retroaktif . 

Asas Retroaktif adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu peraturan 

perundang-undangan dapat diberlakukan seeara surut terhadap perbuatan yang 

dilakukan sebelum diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut. 

Kebalikan dari asas Retroaktif adalah asas Non-Retroaktif atau lebih dikenal 

dengan asas Legalitas. Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 

dilarang atau diane am dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 

peraturan perundang-undangan. Asas Legalitas dianggap lebih memberikan 

kepastian hukum, menjamin keadilan dan dapat menghindarkan kesewenangan 

dari penguasa. Asas Legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu : 11 

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan dianeam dengan pidana kalau hal 

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang. 

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

analogi. 

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 

Di Indonesia, penerapan asas Retroaktif merupakan hal barn dan 

merupakan terobosan besar dalam perkembangan hokum nasional. Asas 

Retroaktif digunakan 

II Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.2S. 
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dalam pasal 43 Undang-Undang nomOT 26 tabun 2000 yang menyatakan bahwa 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang tetjadi sebelum diberlakukannya 

Undang-Undang ini, dapat dipeliksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc 

yang dibentuk asal usulan DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keppres. 

Pemberlakuan asas Retroaktif dalam Undang-Undang Pengadilan HAM 

didasarkan pad a pertimbangan : 

1. Agar dapat menjerat para pelaku pelanggaran HAM yang berat yang 

terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pengadilan HAM. 

2. Agar menjadi kekhususan tersendiri bagi Pengadilan HAM dan 

menjadikannya berbeda dengan pengadilan biasa, mengingat 

pelanggaran HAM yang berat merupakan kejabatan yang universal dan 

termasuk sebagai kejahatan Intemasional. 

Asas Retroaktif diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi Hak Asasi 

Manusia (HAM) warga negara Indonesia. Penerapan asas Retroaktif ini sangat 

berkaitan dengan ketentuan pasal 281 ayat (1) perubahan kedua Undang-Undang 

Dasar 1945 yang mengatur tentang penggunaan asas Non-Retroaktif dalam sistem 

hukum Indonesia. Pasal 281 ayat (1) berbunyi : 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebaga 
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun. 

Berdasarkan tata urutan perundang-undangan, kedudukan Undang-Undang 

Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang dengan demikian Undang-Undang 

tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di 
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Indonesia. Tidak dicantumkannya asas Retroaktif dalam DUD 1945 oleh karena 

DDD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia hanya memuat aturan-

aturan pokok saja yang kemudian dikembangkan dalam aturan-aturan dibawah 

DUD 1945. oleh karen a itu asas yang berlaku dalam DUD 1945 adalah asas Non-

Retroaktif, karen a asas inilah yang berlaku secara umum dalam Hukum Pidana 

Indonesia. 

Pemberlakuan asas Non-Retroaktifyang terdapat dalam pasaI28I ayat (1) 

pembahan kedua DUD 1945 harns dihubungkan dan tidak dapat dipisahkan 

dengan keberadaan ketentuan pasal28J ayat (2) pemballan kedua DUD 1945 yang 

menyatakan : 

Dalam menjalankan bak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Dndang-Dndang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-uilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Berdasarkan ketentuan pasal 28J ayat (2) perubahan kedua DUD 1945, 

maka asas Retroakiif yang ada dalam pasa! 43 DU nomor 26 tahun 2000 dapat di 

terapkan sebagai bentuk pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 

Disamping 1tu, dalam pembahasan hukum Internasional, asas Non-Retroal"tif 

tidak boleh diterapkan secara mutIak, tapi barns diterapkan secara relatif Artinya 

as-as Non-Retroaktifmemang dapat diterapkan terhadap kejahatan biasa (Ordinary 

Crime) yang mana pengaturannya ada dalam KUHP. Namun asas Non-Retroaktif 

tidak dapat diterapkan terlladap kejabatan yang dikategorikan non ordinary crime 
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seperti peJanggaran HAM yang berat yang Juga merupakan kejabatan 

intemasional. 12 

Pencantum asas retroaktif pada pasa143 Undang-Undang nomor 26 tahun 

2000 terbatas soal kewenangan saja, tidak terhadap substansi hukum pidana 

materiil. Dalam hal pemidanaan asas retrokatifhanya dapat diberlakukan dengan 

berdasarkan pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu terhadap peraturan perundang-

undangan yang ancaman pidananya Iebih menguntungkan tersangka atau 

terdakwa. 

Makna Jegalitas pemidanaan berdasarkan bab VU ketentuan pidana dari 

Undang-Undang nomor 26 taboo 2000, pasal 36-pasaI41, hanya dapat diterapkan 

terhadap peJanggaran HAM yang teIjadi setelab bedakunya UU nomor 26 tahun 

2000 dan tidak terhadap pelanggaran HAM sebelum berlaktmya UU tersebut. 13 

Asas retroaktif dalam Peradilan HAM hanya dapat diterapkan terhadap 

Pengadilan HAM ad hoc seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 

26 tahun 2000, yaitu pengadilan 'HAM ad hoc yang memeriksa dan mengadili 

perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur pada bulan April dan 

September 1999 serta pelanggaran HAM yang berat di Tanjoog Priok pada bulan 

September 1984 berdasarkan Keppres nomor 53 tahoo 2001 . Asas Retroaktiftidak 

12 Dian Cahyaningrum, Penera an Asas Non Retroak1if dalam asal 281 a at 1 Perubahan 
Kedua DUD 1945 Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat, Tim Hukum Pusat Pengkajian dan 
Pelayanan Informasi Sekretarial Jendral OPR RI 200], h.143. 

13 Indriyanto Seno Adji, Pengadilan Hale Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc yang Obyek.1if, 
Kompas 2 Pebruari 2002. 
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bisa diterapkan dalam Pengadilan HAM pennanen, seperti l1alnya pengadilan 

pidana Internasional yang secara tegas menyatakan tidak menganut asas retroaktif 

b. Adanya Pengadilan HAM Ad Hoc 

Sebagai langkah lanjut dari diberlakukannya as as Retroaktif dalam pasal 

43 Undang-Undang Pengadilan HAM, maka dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc 

unhlk memeriksa perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 

diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM. Sebagai konsekuensi dari 

dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, maka dibentuk pula perangkat peradilan 

yang bersifat Ad Hoc, yaitu : 

penyelidik ad hoc. 

Dalam perkara pelanggaran HAM yang berat, yang bertindak sebagai 

penyelidik adalah Komnas HAM. Hal ini diahlr dalam pasal 18 Undang-Undang 

nomor 26 tahun 2000. Selanjutnya ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa dalam 

melaksanakan tugas penyelidikkan Komnas HAM dapat membentuk tim Ad Hoc 

yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat. 

Tim penyelidik Komnas HAM tersebut bemama Komisi Penyelidik 

Pelanggaran (KPP) HAM yang dibentuk oleh Komnas HAM untuk tiap peristiwa 

yang periu dilakukan penyelidikan. Kewenangan penyelidikan diberikan kepada 

Komnas HAM dengan maksud untuk menjaga obyektifitas hasil penyelidikan 

karena lembaga Komnas HAM adalah lembaga yang indipenden. Sedangkan yang 

dimaksud dengan unsur masyarakat adalah tokoh-tokoh dan anggota masyarakat 

yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi dan menguasai bidang bukum 

Hak Asasi Manusia. 
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Dalam melaksanakan penyebdikan, penyelidik memiIiki kewenangan untuk : 

1. Melakukan penyehdikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang 

patut diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat. 

2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang 

tentang terjadinya pelenggaran HAM yang berat serta mencari 

keterangan dan barang buktL 

3. Memanggil pihak pelapor, korban atau pihak yang dilaporkan lmtuk 

diminta dan didengar keterangannya. 

4 . Memanggil saksi untuk diminta keterangannya. 

5. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian . 

6. MemanggiJ pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertubs 

atau menyerahkan dokument yang diperlukan. 

7. Atas perintah penyidik dapat meJakukan tindakan yang berupa : 

pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan 

terbadap rumah, bangtIDan dan tempat-tempat yang diduduki atau 

dimiliki pihak tertentu. 

Penyidik Ad Hoc 

Dalam pelanggaran HAM yang berat, yang bertindak sebagai penyidik 

adalah Jaksa Agung. SeJanjutnya Jaksa AgtIDg dapat mengangkat penyidik: Ad 

Hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Yang dimaksud 

unsur masyarakat terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 

lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi. Pembentukan penyidik ad 

boc dilakukan sesuai dengan kebutuban proses penyidikan, jadi orang-orang yang 
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dipilih bams memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup tentang perkara 

yang disidik. Syarat menjadi penyidik Ad Hoc ditentukan dalam pasa121 ayat (5) 

Undang-Undang nomor 26 tabun 2000 , yaitu : 

1. Warga Negara Republik Indonesia 

2. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun 

3. Sehatjasmani dan rohani 

4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau saJjana lain yang mempunym 

kemampuan dibidang bukum 

5. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

6. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang hak asasi man usia 

Penuntut Umum Ad Hoc 

Jaksa Agung adalah Penuntut Umum dalam perkara pelanggaran HAM 

yang berat, dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Agung dapat mengangkat 

penuntut Ad Hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Dari unsur 

masyarakat diutamakan mantan penuntut umum atau oditur di peradilan militer 

karena meraka mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang memadai di 

bidang bukum. Syarat-syarat menjadi penuntut umum Ad Hoc adalah : 

1. Warga Negara Republik Indonesia 

2. Benunur sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tabun 

3. Berpendidikan saIjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut 

umum 

4. Sehatjasmani dan rohani 

5. Berwibawa, jujur, adil dan berkelak:uan tidak: tercela. 
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6. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 . 

7. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang hak asasi manusia. 

Hakim Ad Hoc 

Pemeriksaan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh 

Majelis Hakim Pengadilan HAM yang beIjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang 

hakim karier Pengadilan HAM dan 3 orang hakim Ad Hoc, MajeJis hakim ill 

diketuai o]eh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangJrutan. Hakim Ad Hoc 

diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. 

Untuk dapat diangkat menjadi hakim Ad Hoc harns memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

I. Warga Negara Repubik Indonesia. 

2. Berumur sekurang-kurangnya 45 tahun dan paling tinggi 65 tahun. 

3. Berpendidikan SaIjana Hukum atau saIjana Jain yang mempunyai keahlian 

dibidang bukum. 

4. Sehat jasmani dan rohani 

5. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. 

6. Setiakepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

7. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang HAM. 

Seperti halnya perangkatnya yang bersifat Ad Hoc, Pengadilan HAM Ad 

Hoc hanyalah bersifat sementara saja, yaitu lmtuk menangani perkara-perkara 

tertentu yang direkomendasikan oleh DPR-RI untuk diperiksa dengan Pengadilan 

HAM Ad Hoc. Pemberlakuan asas Retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad Hoc 

harns didasari dengan perangkat hukum yang jelas dan tegas agar pemberlakuan 
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hukum secara surut ini tidak diterapkan secara sewenang-wenang o]eh 

pemerintah. Dalam kasus Timor-Timur, asas Retroaktif hanya dapat diberlakukan 

untuk rentang waktu antara bulan April sampai September 1999 di Timor-Timur 

dalam wilayah hukum Liquisa, Dilli, dan Suac. 

c. Adanya Perlindungan Saksi dan Korban 

Peranan saksi, termasuk saksi korban sangatlah penting dalam proses 

persidangan, karena para saksi dapat mengungkapkan kebenaran dan fakta yang 

berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa dalam sidang. Oleh karena itu 

perIu adanya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara pelanggaran 

HAM yang berat, agar para saksi dan korban terbebas dari berbagai ancaman, 

intimidasi dan teror dari pihak lain. 

Perlindungan terhadap korban dan saksi diatur dalam pasal 34 UU nomor 

26 tabun 2000 : 

(1) setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 
berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancamall, gallgguan, 
teror, dan kekerasall dari pihak manapUll. 
(2) perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan 
oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. 
(3) ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi· 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Menindaklanjuti ketentuall pasal 34 UU nomor 26 tahun 2000, 

pemerintah mellgeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata 

cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. 

Dengan dibedakukannya PP ini, aparat penegak hukum dan aparat keamanan 

wajib memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi. Bentuk perlindungan 

yang diberikall berupa perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi juga 
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perlindungan yang menyangkut identitas korban atau saksi, serta saat pemberian 

keterangan pada pemeriksaan persidangan. Perlindungan oleh aparat keamanan 

juga menyakup kepada keluarga korban dan saksi. 

Pengertian korban dan saksi dijelaskan dalam PP nomor 2 tabun 2002 : 

Pasal 1 angka 2 : 

korban adalab orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang 
memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror 
dan kekerasan dari pihak manapun. 

Pasal 1 angka 3 : 

saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemerksaan disidang 
pengadilan tentang perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang 
ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan 
perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan 
dari pihak manapun. 

Dalam pasal 4 PP nomor 2 tabun 2002, diatur tentang bentuk-bentuk 

perlindungan terhadap korban dan saksi, yaitu meliputi : 

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman 

fisik dan mental 

b. Perabasiaan identitas korban atau saksi 

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan 

tanpa bertatap muka dengan tersangka. 

Tentang tata cara pemberian perlindungan diatur dalam pasal 5, yang 

menyatakan : 

1. Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan: 
a. inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan, 

dan atau 
b. permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi 
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2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan 
kepada : 

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan. 
b. Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan 
c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan 

3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan lebih 
lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindak lanjuti. 

4. Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada 
aparat keamanan. 

Dalam penjeJasan pasal 5 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

inisiatif aparat penegak bukum atau aparat keamanan seperti yang diatur dalam 

ayat (1) burnf a adalah tindakan perlindungan yang Jangsung diberikan 

berdasarkan pertimbangan aparat bahwa korban dan saksi perIu segera dilindungi . 

Inisiatif tersebut juga dapat berasal dari Japoran masyarakat. 

Perlindungan terbadap korban dan saksi dapat dihentikan dengan berbagai 

alasan. Hal ini diatur dalam pasaJ 7 : 

1. pemberian perlindungan terbadap korban dan saksi 
dibentikan apabila : 
a. atas permobonan yang bersangkutan 
b. korban dan atau saksi meninggal dunia , atau 
c. berdasarkan pertimbangan aparat penegak bukum atau 

aparat keamanan , perlindungan tidak diperlukan lagi 
2. penghentian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) buruf c, barns diberitahukan secara tertulis kepada 
yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari 
sebelum perlindungan dihentikan. 

Sedangkan mengenai pembiayaan perlindungan , pasal 8 menentukan 

1. korban dan saksi tidak dikenakan biaya apapun atas 
perlindungan yang diberikan kepada dirinya. 

2. segala biaya yang di perlukan untuk pelaksanaan terbadap 
korban dan saksi dibebankan pada anggaran masing-masing 
instansi aparat penegak bukum atau aparat keamanan. 
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d. Adanya tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan persidangan. 

Jangka waktu penanganan perkara pe]anggaran HAM yang berat ( 

memeriksa dan mengadili ) digambarkan dengan tabel dibawah ini : 

KomnasHAM Jaksa Agung 
Jaksa 

Pengadilan HAM 
No Agtmg 

(penyelidikan) (penyidikan) 
(pemmtutan) 

(persidangan) 

1 Selambat-Iambatnya 7 a. 90 hari 70 hari a. pengadilan 
hari setelah komnas dapat I tingkat I : 180 
HAM menyerahkan diperpanjang I hari i 
kesimpulan hasil I b. apabila ada I penyelidikan kepada b. 90 hari permohonan 
penyidik. Apabila oleh dapat I banding : 90 hari 
penyidik dikembalikan diperpanjang c. bila dimohon 
untuk dilengkapi oleh 60 hari I kasasi : 90 hari I penyelidik , diberi waktu jumlah240 
30 hari untuk melengkapi hari. Bila 1 I 
dan menyerahkan waktu 240 
kembali pada penyidik. hari 

penyidikan 

I 
belum selesai 

I jaksa Agung 
I I .. 

I I 

Sejak penyidikan sampai dengan keputusan yang mempunyai kekuatan 

hukum pasti diperlukan waktu : 240 hari + 70 hari + 180 hari + 90 hari + 90 hari 

sehinggajumlah waktu keseluruhan adalah 670 hari. 

Salah satu kekhususan Peradilan HAM adalah adanya ketentuan jangka 

waktu dalam memeriksa dan mengadili terdakwa pada tiap tingkatan. eiri khas ini 
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menunjukkan keseriusan pemerintab dalam menangani perkara pelanggaran HAM 

yang berat. 14 

e. Tidak adanya kedaluarsa terbadap pelanggaran HAM yang berat. 

Pasal46 Undang-Undang nomor 26 tabun 2000 menyatakan : 

untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan 
mengenai kedaluarsa. 

Dalam KUHP dikenal adanya 2 macam kedaluarsa yaitu kedaluarsa 

penuntutan pidana dan kedaluarsa penjalanan pidana. Keduanya mengatur tentang 

jangka waktu tertentu yang menyebabkan penuntutan dan penjalanan pidana 

hapus karena kedaluarsa. 

Kedaluarsa pemmtutan pidana diatur dalam pasal 78 KUHP : 

(1) kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa : 
ke-l . mengenai semua pelanggaran dan kejabatan yang 
dilakukan dengan percetakan, sesudab satu tabun ; 
ke-2 . mengenai kejabatan yang diancam dengan denda, 
kurungan, atau pi dana penjara paling lama tiga tab un, 
sesudah enam tabun ; 
ke-3 . mengenai kejabatan yang diancam dengan pidana 
penjara lebih dari tiga tabun, sesudah dua belas tabun ; 
ke-4 . mengenai kejabatan yang diancam dengan pidana mati 
atau pi dana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas 
tabun. 

(2) bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya 
belum delapan belas tabun masing-masing tenggang 
daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga. 

Kedaluarsa penjalanan pidana diatur dalam pasal 84 KUHP : 

(1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa 
(2)Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran 
lamanya dua tabun, mengenai kejabatan yang dilakukan 
dengan sarana percetakan lamanya lima tabun, dan mengenai 

14 Soedjono Dirdjosisworo, op cit, h.86 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEKHUSUSAN HUKUM MATERIL HARDIANTO WIDODO



kejabatan-kejabatan lainnya larnanya sarna dengan tenggang 
daluwarsa bagi penuntutan pidana , ditambab sepertiga . 
(3)Bagaimanapun juga tenggang daluwarsa tidak boleh 
kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 
(4)Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin 
daluwarsa 

51 

Terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat tidak diberlakukan 

ketentuan tentang kedaluarsa, hal ini dimaksudkan agar para pelaku dapat dituntut 

dan dapat dijatubi pidana sampai kapanpun ia dapat dibadirkan. Hal ini secara 

nyata membuktikan keseriusan dan ketegasan negara dalam mengadili pelaku 

pelanggaran HAM yang berat. 

f. Adanya ketentuan pidana penjara minimum 5 tabun dan 10 tabun ,serta 

ketentuan pidana penjara selama 25 tab un. 

Dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP tidak dikenal adanya 

pidana penjara minimum sebaliknya diatur tentang pidana penjara maksimum. 

Pi dana penjara minimum 5 tabun dan 10 tabun merupakan kekbususan Peradilan 

HAM dalam hal pemidanaan dengan maksud agar terdakwa yang telab terbukti 

bersalab dapat benar-benar dihukum dengan pidana yang berat dan setirupal 

dengan perbuatan yang mereka lakukan. Dalam Undang-Undang nomor 26 tabun 

2000 terdapat juga ketentuan pidana penjara selama 25 tabun. Hal ini tidak diatur 

dalam KUHP, KUHP hanya memuat ketentuan pidana penjara maksimal 20 

tabun atau pidana penjara seumur bidup. 

g. Jangka waktu penahanan berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP 

Ketentuan penahanan berdasarkan UU nomOf 26 tabun 2000 

a. Penabanan untuk kepentingan penyidikan 
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Dilakukan dengan jangka waktu paling lama 90 bari dapat diperpanjang 

lagi selama 90 hari, dan dapat diperpanjang lagi selama 60 hari. 

b. Penabanan ulltuk kepentingan penututan 

Dilakukan paling lama 30 hari, dapat diperpanjang 20 hari lagi dan 

dapat diperpanjang lagi dalam waktu paling lama 20 bari. 

c. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM 

Dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang selama 30 bari. 

d. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi 

HAM. Dilakukan paling lama 60 bari dan dapat diperpanjang lagi 

selama 30 hari. 

e. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Makamah Agung 

Dilakukan paling lama 60 bari dan dapat diperpanjang paling lama 30 

hari. 

Jangka waktu penabanan yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut : 

a. Untuk keperluab penyidikan paling lama 20 bari dan dapat 

diperpanjang oleb penuntut umum paling lama 40 hari. 

b. Untuk keper]uan penuntutan paling lama 20 hari dan dapat 

diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang selama 30 

hari 

c. Untuk keperluan pemeriksaan persidangan paling lama 30 hari dan 

dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan 

paling lama 60 hari 
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d. Pada tingkat banding paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh 

ketua Pengadilan Tinggj paling lama 60 hari. 

e. Pada tingkat kasasi paling lama 50 bari dan dapat diperpanjang oleh 

ketua Mabkamah Agung paling lama 60 hari. 

Jika dibandingkan kedua pengaturan diatas, masa penabanan da]am 

Undang-Undang Pengadilan HAM sedikit lebih lama. 

3.2 Kedudukan Pengadilan HAM Terhadap Hukum Internasional 

Hubungan antara Pengadilan HAM dan hukum Intemasional adalah 

menyangkut perkara yang menjadi kewenangan dari PengadiJan HAM. 

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomOT 26 tabun 2000, perkara yang menjadi 

kewenangan dari Pengadilan HAM adalab perkara pelanggaran HAM yang berat 

yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terbadap kemanusiaan. Duajenis 

pelanggaran HAM yang berat tersebut juga rnerupakan bentuk kejahatan yang 

menjadi yurisdiksi dari pengadilan pidana lntemasional yang diatur dalam pasal 5 

Statuta Roma. Pasal tersebut menyatakan babwa yang menjadi yurisdiksi 

Pengadilan pidana Lntemasional adalab kejahatan genosida, kejahatan terhadap 

kemanusiaan, kejabatan perang dan kejabatan agresi . 

a. Kejahatan Internasional 

Berdasarkan pembabasan Hukum Pidana Intemasional kejahatan genosida 

dan kejabatan terbadap kemanusiaan juga dikategorikan sebagai suatu kejabatan 

Internasional. Sampai saat ini belum ada kepastian tentang definisi kejahatan 

Internasional atau tindak pidana Internasional, hal tersebut terutama menyangkut 
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tentang siapa yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hal terjadinya kejahatan 

Internasional, apalagi pelakunya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok 

melainkan juga sebuah negara merdeka dan berdaulat (seperti dalam perkara 

terorisme Internasional). 15 

Penetapan kejahatan Internasional juga dikukuhkan dalam plagam 

Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg yang dibentuk setelah berakhirnya 

Perang Dunia II (1946) oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II yaitu 

Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Rusia. Mahkamah ini memiliki yurisdiksi 

atas tiga jenis kejahatan yaitu : 

I. kejahatan atas perdamaian, termasuk persiapan atau pernyataan perang 

agres) . 

2. kejahatan perang atau pelanggaran atas hukum-hukum tradisional dan 

kebiasaan dalam peperangan. 

3. kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu segal a bentuk kekejaman 

terhadap penduduk sipil selama perang 

Suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai kejahatan Intemasional 

harus memenuhi unSur-UllSur transnasional dan alau Intemasional, serta harns 

diukur apakah mengandung unsur necessity (necessity element). Perbuatan 

tersebut harns memenuhi persyaratan pelanggaran terhadap kepentingan 

masyarakat Internasional dan memenuhi persyaratan bahwa kejahatan tersebut 

memerlukan penanganan secara Intemasional. Sebingga terhadap pelaku, setiap 

15 Romli Atmasasrnita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Refika Aditama, 
Bandung, 2000, h.35 . 
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negara berhak dan wajib untuk menangkap, menahan, dan menuntut serta 

mengadili pelaku kejahatan dimanapun kejahatan tersebut terjadi. 

Unsur transnasional, lnternasional dan necessity dalam kejahatan 

Intemasional dijelaskan oleh Bassiouni sebagai berikut : 

1. Unsur Internasional, termasuk dalam unsur ini adalah : 

a. Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan dunia. 

b. Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan 

dunia. 

c. Menggoyahkan atau mengganggu perasaan kemanusiaan 

mayarakat dunia. 

2. Unsur Transnasional, termasuk dalam unsur illi adalah : 

a. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara. 

b. Tindakan yang melibatkan atau berdampak terhadap warga llegara 

lebih dari satu negara. 

c. Sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan 

melampaui batas-batas teritorial snatu negara. 

3. Unsur Necessity (unsur kebutuhan), termasuk dalam unsur ini adalah 

kebutuhan akan kerjasama antar negara untuk melakukan 

penanggulangau. Salah satu contoh kerjasama dalam hukum 

Intemasional adalah ekstradisi. Di Indonesia pengaturan tentang 

ekstradisi dituangkan dalam Undang-Undang nomar 1 tahun 1979 

tentang ekstradisi. 
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b. Hubungao antara Hulrum Nasiooal dan Hulrum Interoasiooal. 

Terdapat dua teori yang membahas tentang hubungan antara Hukum 

Nasional dan Hukum lnternasional, termasuk dalam hal perlindungan terhadap 

Hak Asasi Manusia. Yaitu : 

1. Teori Monisme 

T eori ini menyatakan bahwa bukum Internasional mempakan bagian dari 

hukum nasional, disamping juga sebagai cabang hukum nasional . 

Berdasarkan teori ini maka hanya ada satu sistem hukum tunggal. 

2. Teori Dualisme 

Teori ini menyatakan bahwa bukum Nasional dan Hukum lntemasional 

merupakan sistem bukum yang terpisah, masing-masing dengan 

lingkungan berlakunya sendiri. Agar bukum Intemasional mempunyai 

kedudukan legal dalam bukum Nasional perIu adanya tindak lanjut seperti 

meratifikasi ketentuan-ketentuan Hukum Intemasional dalam Hukum 

Nasional. 16 

Menurut teori dualisme, antara hukum Internasional dan dan hukum Nasional 

mempunyai perbedaan yang sangat mendasar yaitu : 

1. Hukum I.ntemasional dan Hukum Nasional mempunyai sumber yang 

berLainan. Hukum Nasional bersumber pada kemauan negara sedangkan 

Hukum lntemasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat 

negara. 

16 Soedjono Dirdjosisworo, op cit, h.42 
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2. Keduanya mempunyai subyek hukum yang berbeda. Subyek hukum 

Nasional adalah orang-perorangan sedangkan subyek hukum Intemasional 

adalah negara. 

3. Hukum Nasional dan Hukum Internasional mempunyai struktur yang 

berbeda. Lembaga yang melaksanakan hukum Intemasional dan organ 

eksekutifuya hanya ada dalam bentuk sempuma dalam lingkungan hukum 

Nasional. Selain itu ketentuan hukum Nasional juga berlaku efektif 

walaupun bertentangan dengan hukum Intemasional. 

Menurut teori dualisme, tidak ada hirarki antara hukum Nasionai dan 

hukum Intemasional karena pada hakikatnya keduanya adalah berlainan dan 

antara satu dengan yang lainnya saling terpisah. Keduanya mempunyai wilayall 

berlaku yang berbeda, untuk dapat berlaku sebagai hukum Nasional, hukum 

Intemasional hams ditransformasikan menjadi hukunl Nasional. 

Disisi lain, teori monisme menyatakan adanya kesatuan selurub hukum 

yang mengatur hidup manusia. Menurut teoTi ini hukum Nasional dan bukum 

Intemasional adalah dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum 

yang mengatur kehidupan manusia. Dalam teoTi monisme terdapat hubungan 

hirarki yang memunculkan perdebatan tentang hukum mana yang Iebih utama 

antara bukum Intemasional dan bukurn Nasional. Ada dua pandangan tentang bal 

. . 17 
1lll : 

17 Romli Atmasasmita, op cit, h.54-55 
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1. Teori monisme dengan primat Hukum Nasional. 

Teori ini mengemukakan bahwa dalam hubungan antara Hukum Nasional 

dan Hukum Intemasional yang utama adalah Hukl.llD Nasional. Menurut 

teori ini Hukmn Intemasional merupakan lanjutan Hukmn Nasional atau 

hanya merupakan Hukum Nasional untuk urusan luar negeri. 

2. Teori monisme dengan primat Hukum Intemasional 

Menurut teori ini Hukum Nasional bersmnber pada Hukum Intemasional 

yang merupakan perangkat hukum dengan hirarki lebih tinggi daripada 

Hukum Nasional. Hukmn Nasional tunduk pada Hukum Intemasional dan 

hanya berkekuatan mengikat berdasarkan pendelegasian wewenangan dari 

Hukum Intemasional. 

Hubungan antara Hukum Intemasional dan Hukmn Nasional adalah sangat 

rumit dan kompleks, terutama bila di kaitkan dengan masalah konflik kepentingan 

Nasional dan kepentingan Intemasional. Ketentuan-ketentuan Hukum 

Intemasional seringkali ditafsirkan secara berbeda oleh setiap negara sesuai 

dengan kepentingan nasional negara tersebut, termasuk dalam bal kejahatan 

Intemasional. Perbedaan pemafsiran terutama mengenai penerapan berlakunya 

bukum Nasional suatu negara atas tindak pidana Internasional di luar batas 

teritorial negara yang bersangkutan. Dalam hal mengahadapi kejahatan 

Intemasional, kebanyakan negara cenderung menggunakan Hukurri Nasionalnya 

dan mengesampingkan kepentingan masyarakat Intemasional 
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c. Hubungan Pengadilan HAM Indonesia dan Hukum Internasional 

Seperti yang dikemukau diatas, hubungau antara Pengadilau HAM dan 

Hukum lnternasional adalah menyangkut perkara yang menjadi yurisdiksi 

Pengadilau HAM. Untuk itu perlu disampaikau kembali ketentuau pasal 4 dau 5 

Undaug-Undang no 26 tahun 2000. 

Pasa14 : 

Pengadilan HAM bertugas dan berwenag memeriksa dan memutus perkara 
pelauggaran HAM yang berat. 

Pasa15 : 

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara 
pelanggaranan Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan diluar batas 
teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. 

Berdasarkan ketentuan diatas, maka jelas dinyatakan bahwa Pengadilan 

HAM Indonesia-Iah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili 

pelanggaran HAM yang berat, bahkan untuk perkara yang dilakukan diluar batas 

teritorial Indonesia. Namun demikian sebagai anggota masyarakat dunia, 

Pengadilan HAM Indonesia hams tetap memahami dan menghonnati prinsip-

prinsip dasar hukum Internasional yang relevan dengan upaya perlindungan Hak 

Asasi Manusia.lndonesia tidak mengenal pembedaaan primat hukum Nasional 

atau Hukum Intemasional, sehiugga apabila hukum nasional Indonesia sudah 

mengatur hal tersebut maka hukum Intemasional akan dikesampingkan. 

Penegakan hukurn pidana Intemasional dapat dibedakan kedalam dua 

prosedur : 

1. Sistem penegakan hukum secara langsung. 
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Penegakan hukum secara langsung yaitu dengan pembentukan Mahkamah 

Pidana Iintemasioual dan mengajukan tuntutan terhadap pelaku tiudak 

pidana lntemasional melalui Mahkamah Pidana lntemasional. 

2. Sistem penegakan hukum secara tidak langsung. 

Dalam sistem ini penegakan hukum dilaksanakan dengan cara kerjasama 

intemasioual atau mutual legal assistance treaty atau judicial assistance 

treaty antara dua negara atau lebih. Melalui sistem ini suatu perkara tindak 

pidana Intrnasional dimungkinkan untuk diajukan dan diadili berdasarkan 

ketentuan hukum nasional suatu negara. 

Pelaksanaan yurisdiksi Pengadilan Pidana Intemasional berkenaan dengan 

kejahatan yang diatur dalam pasal 5 dapat dilaksanakan apabila : 

1.. telah teIjadi satu atau lebih kejahatan seperti yang diatur dalam pasal 5 dan 

diteruskan kepada jaksa Pengadilan Pidana Intemasional oleh suatu negara 

peserta sesuai ketentuan pasal14 Statuta Roma. 

2. telah teIjadi satu atau lebih kejahatan seperti yang diatur dalam pasa15 dan 

diteruskan kepada jaksa oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak 

sesuai ketentuan bab VII Piagam PBB. 

3. Jaksa Pengadilan Pidana lntemasional memprakarsai penyelidikan dan 

penyidikan berkenaan dengan kejahatan tersebut diatas sesuai dengan 

pasal 15 Statuta. 
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Suatu perkara tidak bisa diadili oleh Pengadilan Pidana Internasional 

apabila : 

1. Kasusnya sedang disidik atau dituntut oleh suatu negara yang mempunyai 

yurisdiksi atas perkara tersebut, kecuali negara tersbut tidak bersedia atau 

tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. 

2. Kasusnya telah disjdik o]eh negara yanmg mempunyai yurisdiksi atas 

perkara itu dan diputuskan bahwa perkara itu tidak dituntut, kecuali bila 

keputusan itu dikarenakan negara tersebut memang tidak mampu untuk 

melakukan penuntutan. 

3. Tersangka telah diadili atas perbuatan yang diadukan atau Pengadilan 

tidak berwenang mengadili bertdasrkan ketentuan pasal 20 ayat (3) 

Statuta. 

4. Kasusnya tidak cukup berat untuk diadili di Pengadilan Pi dana 

Intern asi onal 

Seperti kebanyakan negara didunia, Indonesia lebih suka memilih 

menyelesaikan perkara pelanggaran HAM dioegaranya sendiri. Banyak negara 

mengesampiogkan kewajiban penyelesaian suatu perkara di Mabkamah 

Internasional. Pengesampiogan tersebut mengandung tiga makna , yaitu : 

1. prinsip kedaulatan negara masih dipandang lebih dominan daripada 

kedaulatan suatu badan iotemasional 

2. merupakan wujud dari integritas suatu negara sebagai negara yang 

berdaulat penuh atas daerah-daerab teritorialnya. 
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3. menunjukkan bahwa lembaga Mahkamah Internasional masih diragukan 

kemampuannya lmtuk menyelesaikan secara obyektif perkara kejahatan 

Intemasional. 

3.3 Pelanggaran HAM Yang Berat di Indonesia. 

Sederet panjang kasus-kasus pelanggaran HAM telah menghiasi sejarah 

Indonesia, diantaranya adalah kasus Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, kasus 

Lampung, kasus Tanjung Priok, kasus Tim or-Timur, kasus Tri Sakti, Semanggi I 

dan II dan kasus-kasus lain. Narmm untuk mengkategorikan pelanggaran HAM 

tersebut sebagai pelanggaran HAM yang berat bukanlah hal yang mudah, apalagi 

untuk membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM. Sejumlah perangkat hukum 

untuk melindungi HAM seakan akan menjadi sia-sia apabila kemauan pemerintah 

lmtuk benar-benar menegakkan HAM kurang. Berikut ini adalah beberapa contoh 

penegakan hukum di bidang HAM, terutama berkaitan dengan eksistensi 

Pengadilan HAM sebagai alat untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang 

berat. 

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Indonesia melakukan jajak 

pendapat di Timor Timur tmtuk mengetahui aspirasi rakyat Timor Timur. Jajak 

pendapat itu sendiri mempunyai dua opsi yaitu kemerdekaan untuk Timor Timur 

dan otonomi luas dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil jajak 

pendapat diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1999 oleh ketua UNAMET, Ian 

Martin. Dari 451.792 warga Timor Timur yarlg ikut pemilillan, 344.580 orang 
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(78,5%) memilih merdeka dan hanya 94.388 orang (21 ,5%) yang memilih obsi 

otonomi luas dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 18 

Hasil jajak pendapat ini sangat tidak memuaskan pihak prointegrasi, 

apalagi mereka menggangap bahwa UNET A (United Nation Assistance Mission 

for East Timor) sebagai pelaksana jajak pendapat telah banyak melakukan 

kecurangan, keadaan ini membuat situasi Timor Timur semakin tegang dan 

mencekam.Tanda-tanda teIjadinya bentrokan senjata antara kedua pihak semakin 

tampak jelas.Timor Timur dan khususnya Dili dikuasai oleh dua kelompok 

bersenjata yang saling berseberangan. Kelompok pertama adalah para milisi 

Aitarak yang prointegrasi, sedangkan kelompok lain adalah pasukan Falin ti I 

(Forcas Armandas de Libertaco de Timor Leste) yang merupakan Angkatan 

Bersenjata Pembebasan Rakyat Timor- Timur, sayap militer CNRT (Conselho 

Nationale da Resistencia Timorense) yaitu Dewan Pertahanan Rakyat Timor 

Timur. 

Bentrokan senjata di Timor Timur pada akhirnya tidal< dapat dielakkan 

lagi. Beberapa insiden telah teIjadi, seperti bentrokan bersenjata antara dua kubu 

di Liquica, penembakan-penembakan misterius dan pembakaran rumah-rumah. 

Untuk mengatasi situasi ini TNl dan POLRl telah menurunkan sejumlah personil 

dan peralatan tempur yang mendukung. Tindakan TNlIPOLRl dalam menangani 

insiden Timor-Timur dianggap telah melanggar HAM. TNIIPOLRl dinilai tel all 

melakukan 

18 Majalah GATRA, Edisi 11 September 1999 
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pembtmuhan terhadap penduduk sipil dan mengomandoi operasi kekerasan 

baik sebelum atau sesudah jajak pendapat. Tuduhan ini dibuktukan dengan 

ditemukannya kuburan massal di Suai, Timor Timur. Sedangkan menurut temuan 

komisi penyelidik intemasional, terdapat 600 orang tewas, terjadi intimidasi yang 

meluas dan sistematis, penyiksaan dan teror serta perusakan harta milik penduduk. 

Ditemukan juga adanya pemusnahan bukti-bukti tentang keterlibatan TNl dan 

POLRI. 

Para peIllJIDpm TNIiPOLRI dianggap bertanggungjawab atas kasus 

pelanggaran HAM di Timor Timur. Mereka antara lain adalah lenderal Wiranto 

sebagai Panglima TNI, Mayjen Zacky Makarim, Mayjen Sjafrie Sjamsoedin, 

Brigjen Tono Suratman, Mayjen Adam Damiri (mantan Pangdam Udayana) dan 

Brigjen (Polisi) Timbul Silaen mantan Kapolda Timor Timur, Kol Inf Noer Muis 

(man tan Danrem 164lWiradarma), Kol. lnf. Tono Suratman (mantan Danrem 

164IWiradarma), Abilio Soares (mantan Gubemur timor-Timur), Eurico Gutteres 

(mantan wakil panglima perang pro-integrasi). 

DaLam menangani kasus pelanggaran HAM di Timor Timur, Indonesia 

mendapatkan tekanan yang luar biasa dari dunia Intemasional kbususnya PBB. 

Bahkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 September 1999 telah 

mengeluarkan Resolusi 1264 tahun 1999, resolusi ini mendesak pemerintah 

Indonesia untuk memeriksa dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM yang 

berat di Timor Timur. Berdasarkan Piagam PBB pasal 25, Indonesia sebagai 

anggota PBB terikat dan harns tunduk terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 

tersebut. 
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Dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut, maka 

kasus Timor Timur sudah tidak bisa dianggap kecil dan remeh. PBB sendiri 

sangat memprihatinkan situasi keamanan di Timor Timur yang menyebabkan 

teIjadinya pemindahan penduduk secara meluas dan besar-besaran. Jika Indonesia 

tidak mengambil tindakan untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang berat 

ill Timor Timur, PBB melalui Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi 

penangguhan hak-hak dan keistimewahan Indonesia sebagai anggota PBB seperti 

yang diatur dalam Piagam PBB (pasal 5), mengeluarkan Indonesia dari 

keanggotaan PBB (pasal 6), atau membentuk Pengadilan HAM lntemasional 

(pasal 29). Jika Pengadilan HAM Indonesia dianggap tidak adil, memihak dan 

tidak independen atau secara umum telah mengecewakan PBB, maka berdasarkan 

Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB dapat membentuk pengadilan intemasional 

yang secara resmi memintah Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia menangguhkan 

perkaranya kepada Y urisdiksi pengadilan intemasional. 

Pemerintah Indonesia tentu tidak menginginkan kasus Timor Timur 

illbawa ke pengadilan ntemasional karena hal tersebut justru akan menyulitkan 

posisi Indonesia. Oleb karena itu pemerintah Indonesia berusaha keras untuk 

dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur. Keseriusan tersebut di 

buktikan dengan dikeluarkannya Keppres nomor 96 tahun 2001 tanggall Agustus 

2001 yang merupakan revisi dari Keppres nomor 53 tahun 2001 , Keppres ini 

menyatakan babwa Pengadilan HAM Ad Hoc berwenang mengadili perkara 

pelanggaran HAM di Timor Timur pada Bulan April 1999 dan bulan September 

1999. 
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Para terdakwa pelanggaran HAM di Timor Timur yang disidang oleh 

Pengadilan HAM berasal dati kalangan sipil dan militer. Proses persidangan 

sudab dimulai sejak 14 Maret 2002. Para terdakwa yang diperiksa oleb Pengadilan 

HAM, beberapa diantaranya sudab diputus oleb Pengadilan HAM. Ada yang di 

vonis bebas dan ada juga yang dijatubi hukuman pidana penjara. 

Mantan. Gubemur Timor Timur, Abilio Jose Osorio Soares, dijatuhi 

bukuman pidana 3 tabun penjara. Majelis Hakim Pengadilan HAM menilai Abilio 

Soares terbukti bersalab membiarkan kerusuban merebak di wilayabnya pasca 

jajak pendapat yang dimenangkan pro-kemerdekaan, September 1999. Abilio 

Soares sebagai Gubemur Timor Timur dinilai tidak berusaba mencegab kerusuhan 

disertai pembantaian yang memakan banyak korban jiwa di Liquisa, Dili dan Suai 

pada kurun waktu April sampai dengan September 1999. Seperti penyerbuan 

nunab Manuel Viegas Carascalao di Liquisa, awal April ] 999 yang menewaskan 

9 orang termasuk putra Carascalao. Abilio Soares juga dinilai tidak mampu 

mengendalikan para Bupati yang beramai-ramai membentuk pasukan keamanan 

Swakarsa. Pasukan inilab yang kemudian dimanfaatkan untuk mengintimidasi 

kelompok lain yang pro-kemerdekaan. Abilio telajb terbukti melanggar pasal 42 

ayat (2) UU Pengadilan HAM. 

Terdakwa lain yang perkaranya sudah diputus adalah mantan Danrem 164 

Wiradarma Dili, Brigjen Noer Muis. Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc 

Timor Timur menjatuhkan voDis 5 tabun penjara. Terdakwa terbukti melakukan 

pembiaran sebingga terjadi tindak pelanggaran HAM yang berat , Noer Muis 

dinilai telab gagal melakukan pencegaban terbadap pembiaran yang dilakukan 
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bawahannya sehingga teIjadi pelanggaran HAM berat bempa pembunuhan. 

MajeJis Hakim menilai Noer Muis telah secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diatur dalam pasal42 ayat (1 ) 

humf a dan b jo pasal 7 hurufb jo pasal 9 buruf a dan hjo pasal40 UU nomor 26 

tahun 2000. 

Kasus Timor-Timur dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat 

yaitu mempakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Indikasinya adalah basil 

temuan dari KPP HAM yang menemllkan teror dan pemsakan harta penduduk, 

intimjdasi yang meluas dan sistematis, pemindahan penduduk, bahkan 

pembunuhan terhadap penduduk sipil. Dari hasil temuan lnj yang kemudian 

direkomendasikan kepada DPR, dibentuklab Pengadilan HAM Ad Hoc atas 

usulan DPR dengan Keppres sesuai prosedur dalam Undang-Undang Pengadilan 

HAM. Walaupun terhadap perkara tersebut bisa diperiksa di Pengadilan HAM 

namun peroidanaannya tetap mengacu pada KUHP, hal in.i membuktikan bahwa 

asas Retroaktifhanya berlaku dalam bal kewenangan Pengadilan HAM saja. 

Sebagai perbandingan, kasus penembakan mahasiswa Tri Sakti pada 

tangga1 12 Mei 1998 yang menewaskan beberapa mahasiswa Tri Sakti dan 

menjadi pemicu kerusuhan besar di Jakarta pada pertengahan bulan Mei 1998 

tidak disidangkan di Pengadilan HAM. Kasus Tri Sakti dan Semanggi tidak 

dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat melainkan hanya pelanggaran 

HAM biasa atau hanya tindak pidana biasa sehingga banya disidangkan pada 

Peradilan Militer saja. Hal tersebllt merupakan hasil rekomendasi dari Pansus II 

DPR-Rl. 
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Jika kasus Tri Sakti dikaji berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM, 

tindakan TNIJPOLRl pada waktu bisa dinggap sebagai kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Berdasarkan pasal 9 UU Pengadilan HAM, tindakan TNIJPOLRI 

dapat disebut sebagai pembunuhan dan penganiayaan terhadap kelompok tertentu 

yang didasari persamaan paham politik ( pasal 9 hurufh), juga karena mahasiswa 

yang meninggal ada di dalam kampus, yakni di universitas Trisakti dan Unika 

Atmajaya dan akSt penumpasan gerakan mahasiswa tersebut dilakukan secara 

terus-menerus dan sistematis. 

Kasus Trisakti ini juga membuktikan bahwa baik Undang-Undang tentang 

HAM dan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM temyata masih banyak 

kekurangannya. Hal ini dibuktikan dengan simpang siurnya proses penanganan 

kasus Trisakti karena semua pihak saling menunggu. Berdasarkan pasal 43 

Undang-Undang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul 

OPR namun jika dikaji lagi, sebelum memberikan usul DPR tentu memerlukan 

proses penyelidikan dulu sebelum mengambil kesimpulan dan untuk ttu OPR 

menunggu hasil keIja dari Komnas HAM, di lain pihak Komnas HAM merasa 

harns ada usulan dulu barn dilakukan penyelidikan. Jika yang terjadi seperti pada 

kasus Trisakti ini, dimana OPR membentnk Pansus yang sekilas tampak seperti 

lembaga penyelidik, hal ini tentu tidak benar, karena OPR adalah lembaga politik 

bukan lembaga hukum yang berwenang melakukan penyelidikan. 

Saat ini pelakn penembakan mahasiswa Trisakti dan Semanggi telah 

diadili oleh peradilan militer dan telah dijatuhi hiukuman, dengan demikian 

tertutup sudah kemungkinan pelaku di bawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc karena 
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adanya asas Nebis in idem dan berdasarkan pasal 91 Undang-Undang HAM, 

penyelidikan harus dihentikan apabila bedangsung penyelesaian melalui upaya 

hukum lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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4.1 Kesimpulan 

BABIV 

PENUTUP 

Dari pembahasan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM, Perkara pelanggaran HAM yang berat menjadi kewenangan dari 

Pengadilan HAM yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Kategori 

pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-Undang Pengadilan HAM adalah 

kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sarna dengan yang 

diatur dalam Statuta Roma. lenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai 

pelanggaran HAM yang berat pada dasarnya secara umum sudah diatur dalam 

KUHP, namun dalam KUHP perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas 

disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat narnun hanya disebut sebagai tindak 

pidana. Selain mengatur tentang kategori pelanggaran HAM yang berat U ndang

Undang Pengadilan HAM juga menentukan ketentuan pemidanaan yang berbeda 

dengan seperti yang secarta umum diatur dalam KUHP. Secara umum ketentuan 

pidana dalam Undang-Undang Pengadilan HAM lebih berat dibandingkan dengan 

KUHP, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan pidana minimum dan 

hukuman pidana penjara dengan jangka waktu yang mencapai 25 tahun. 
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b. Pengadilan HAM adalah Pengadilan khusus yang berwenang memeriksa 

dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat. Selain 

kewenangannya yang khusus, Pengadilan HAM juga memiliki ketentuan

ketentuan yang bersifat khusus baik itu yang bersifat hukum materiil 

mauptm hukum fonnil. Dalam hal hukum acara, Pengadilan HAM 

Indonesia memiliki kekhususan-kekhususan yang menjadikannya berbeda 

dengan Pengadilan umum. Peradilan HAM memberlakukan asas 

Retroaktif, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu aturan hukum dapat 

diberlakukan secara surut untuk suatu perbuatan tertentu. Dengan adanya 

asas Retroaktif ini, pengadilan HAM juga mengenal perangkat-perangkat 

yang bersifat Ad Hoc seperti penyelidik Ad Hoc, penyidik Ad Hoc, 

penuntut Ad Hoc dan hakim Ad Hoc. Beberapa kekhususan yang lain 

adalah mengenai tenggang waktu dalam penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan dalam persidangan, tentang perlindungan terhadap saksi dan 

korban pelanggaran HAM yang berat dan tidak adanya waktu kedaluarsa 

untuk pelanggaran HAM yang berat. 

c. Dengan adanya Pengadilan HAM, perkara-perkara pelanggaran HAM 

yang berat yang dilakukan warga negara Indonesia akan diperiksa di 

Pengadilan HAM Indonesia sehingga pelaku tidak akan diperiksa di 

Pengadilan Pidana Internasional. 
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4.2 Saran 

Saran yang saya ajukan adalah ~ 

a. Pengadilan HAM Indonesia hendaknya tidak dibuat hanya untuk kepentingan 

sesaat saja misalnya hanya untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM di 

Timor Timur dan Tanjung priok, tetapi diharapkan Pengadilan HAM benar

benar mampu menjadi alat negara untuk melindungi Hak asasi manusia yang 

dapat berfungsi secara berkesinambungan mengikuti perkembangan 

perlindungan Hak asasi manusia. 

b. Pengadilan HAM Indonesia selaku alat penegakan hukum di bidang HAM 

hendaknya hams selalu independen dan merdeka, tidak dipengaruhi oleh 

kekuasaan pemerintah ataupun campur tangan dari pihak luar negeri 

mengingat dalam banyak perkara pelanggaran HAM yang menjadi pelaku 

kebanyakan adalah TNIIPOLRl yang notabene adalah alat-alat kekuasaan 

Pemerintah. Selain itu Pemerintah harns benar-benar bisa menjaga 

kewibawaan Pengadilan HAM dan tidak bisa didikte oleh negara lain. 
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